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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 

1. Kewenangan Kepolisian berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sacara atributif dalam 

penyelesaian pelanggaran lalu lintas dalam hal ini Satlantas Polresta 

Mataram memiliki peran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota 

Mataram. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat 

dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya. Pemeriksaan 

kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin 

mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat 

tanda  coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan 

bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik 

kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin 

penyelenggaraan angkut. 

2. Faktor - faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam 

pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram adalah Masih kurangnya rambu-

rambu lalu lintas, Pengetahuan masyarakat tentang hukum lalu lintas yang 

masih kurang, Sumber daya manusia yang belum memadai, Kesadaran dan 

disiplin masyarakat yang masih rendah. 
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B. Saran – Saran. 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Pihak Kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara langsung 

terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pelanggaran 

kepemilikan SIM hendaknya memberikan laporan yang tepat mengenai 

pasal yang dilanggar utamanya kepada sang pelanggar dan juga kepada 

kejaksaan terkait berkas yang dilimpahkan oleh kepolisian kepada 

kejaksaan. Perlu adanya sistem yang dapat memberikan informasi 

mengenai setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sehingga 

dapat diketahui ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran. 

2. Memperbanyak rambu – rambu lalu lintas utamanya di jalan jalan arteri 

dan jalan protokol. Selain itu lampu penerangan jalan di malam hari yang 

saya rasa masih sangat kurang di beberapa titik daerah di kota mataram. 

Karena selain rentan terhadap kecelakaan lalu lintas, jalanan yang sepi 

dan gelap maka sangat dimungkinkan tindak kejahatan beraksi seperti 

contohnya perampokan dan pembegal. Kepolisian bersama dinas terkait 

lebih gencar memberikan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas yang 

baik dan benar ke sekolah – sekolah atau universitas dan juga melalui 

media cetak / elektronik lainnya agar masyarakat tidak terlalu “Buta” 

akan peraturan berlalu lintas, sehingga akan merugikan masyarakat 

nantinya. 
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